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1. Latar Belakang Masalah 
Merujuk pada pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perjanjian 
perkawinan cukup dibuat secara tertulis. Ketentuan pasal 66 UU No. 1 Tahun 
1974, ketentuan mengenai perkawinan selama materinya telah diatur dalam UU 
No. 1 Tahun 1974, maka aturan dalam Buku I KUH Perdata tidak berlaku. 
Padapasal 147 KUH Perdata, bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat di 
hadapan notaris, sehingga dalam bentuk akta otentik, dengan ancaman 
kebatalannya jika perjanjian perkawinan dibuat tidak di hadapan notaris. 
2. RumusanMasalah 
a. Apakah Rasio Legis Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan akta 
Notaris? . 
b. Bagaimana Kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan 
terhadap pihak ketiga?. 
3. Pembahasan 
Rasio Legis Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris, bahwa 
perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami dan calon istri secara tertulis 
berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan sesuai dengan pasal 29 ayat (1) 
UU No. 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan tidak ada keharusan  dibuat di 
hadapan notaris, dan disahkan ketika perkawinannya dicatat oleh pegawai 
pencatat perkawinan, namun jika perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris, 
maka jika disengketakan di pengadilan, dapat digunakan sebagai alat bukti yang 
sempurna. Hal ini berarti bahwa Rasio Legis perjanjian perkawinan dibuat di 
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hadapan notaris adalah untuk mendapatkan suatu jaminan kepastian hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Bagian Menimbang UUJN-P. 
Kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap 
pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat kedua belah 
pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh 
pegawai pencatat perkawinan maka terhadap pihak ketiga boleh menganggap 






















Penelitian ini berjudul Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan 
Terhadap Pihak Lainnya, dengan membahas permasalahan Rasio Legis Perjanjian 
Perkawinan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris dan Kekuatan hukum perjanjian 
perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga. Penelitian dengan 
metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, 
diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Rasio Legis Perjanjian Perkawinan 
sebagai dasar dibuatnya akta Notaris, bahwa perjanjian perkawinan dibuat oleh 
calon suami dan calon istri secara tertulis berkaitan dengan harta benda dalam 
perkawinan sesuai dengan pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Perjanjian 
perkawinan tidak ada keharusan dibuat di hadapan  notaris, dan disahkan ketika 
perkawinannya dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, namun jika perjanjian 
perkawinan dibuat di hadapan notaris, maka jika disengketakan di pengadilan, 
dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Hal ini berarti bahwa Rasio 
Legis perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris adalah untuk mendapatkan 
suatu jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Bagian 
Menimbang UUJN-P.Kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak 
didaftarkan terhadap pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya 
mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian perkawinan 
yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka terhadap pihak 
ketiga boleh menganggap terhadap perkawinan tersebut berlangsung kebersamaan 
harta perkawinan. 
 

























The study entitled The Marriage Covenant Effects Not Registered Against Other 
Parties, to discuss the problems Ratio legis Marital Agreement as the foundation 
made notarial deed and deed legal force acknowledgment of indebtedness made 
before a notary public by the marriage covenant that is not registered to a third 
party. Research by the approach of legislation and approach to the concept, 
obtained a conclusion as follows: The ratio legis Covenant Marriage as a base 
made notarial deed, that the marriage covenant made by the prospective husband 
and the bride in writing relating to property in marriage in accordance with 
article 29 paragraph (1) of Law No. 1 1974. Agreement there is no necessity of 
marriage was made before a notary, and approved when the marriage is recorded 
by employees of marriage registrar, but if the marriage covenant made before a 
notary public, if disputed in court, it can be used as evidence were perfect. This 
means that the ratio legis of the marriage covenant made before a notary public is 
to get a guarantee of legal certainty as referred to in Section preamble 
Considering UUJN-P. The legal the marriage covenant that is not registered to a 
third party, then the marriage agreement is only binding on both parties to make 
an agreement. The marriage covenant are not authorized by the employee 
registrar marriages. The marriage covenant are not authorized by the employee 
registrar marriages, than to a third party may be considered against the marriage 
took place of community property marriage 
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a. Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris, bahwa Perjanjian 
perkawinan sebaiknya dibuat dengan akta outentik yang dibuat dihadapan 
Notaris, dan didaftarkan pada buku register Pengadilan Negeri dimana 
perkawinan dilangsungkan serta disahkan dan dicatat oleh pegawai pencatat 
perkawinan, Hal ini berarti bahwa Rasio Legis perjanjian perkawinan dibuat 
di hadapan notaris adalah untuk mendapatkan suatu jaminan kepastian 
hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna. 
b. Kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap 
pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat kedua 
belah pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian perkawinan yang tidak 
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan hanya berlaku secara intern 
(suami-istri) dan terhadap pihak ketiga boleh menganggap bahwa selama 
belum didaftarkan pihak ketiga boleh beranggapan bahwa perkawinan itu 














a. Hendaknya notaris ketika membuat perjanjian perkawinan memberikan 
penyuluhan hukum terhadap para pihak yang membuatnya (calon suami 
dan calon istri) tentang arti pentingnya pendaftaran pada register panitera 
Pengadilan Negeri dan pengesahan perjanjian perkawinan ketika 
perkawinannya dicatatkan, agar selain sebagai bukti otentik juga menjamin 
kepastian hukum atas akta tersebut, juga mengenai kekuatan hukum akta 
perjanjian perkawinan tersebut terhadap pihak ketiga. 
b. Hendaknya notaris sebelum membuat akta otentik yang didasarkan 
perjanjian perkawinan agar meminta menyerahkan kutipan akta nikah, guna 
memastikan kalau perjanjian perkawinan tersebut telah dicatat dan 
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